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BUPATI TANATORAJA
PROVINSI SULAWESI SEIATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR'V TAHUN 2018

TENTANG

KODE ETIK UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA

D NGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

'\- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran NegaraRepublik Indonesta Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1g22);

BUPATI TANA TORAJA,
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa

pemerintah daerah yang efektif, efisien, transparan, terbuka,
bersaing, adil dan akuntabel, perlu mengatur kode etik
sebagai perilaku pejabat struktural dan pejabat fungsiona-l
yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara
penuh oleh pejabat yang berwenang untuk meraksanakan
pengadaan barang/jasa;

b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 25 ayat (1) dan ayat (2)
Peraturan Lemb"ga Kebijakan pengadaan Barang /JasaPemerinta_h Nomor 14 Tahun 2O1g tentang Unit Keg.a
Pengadaan Barang/Jasa, Unit Keq.a pengadaan Barang/Jasa
menyusun dan menerapkan kode etik di lingkungan UnitKe{a Pengadaan Barang/Jasa yang diterapkan oleh Kepala
Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangal sebagaimana dimaksuddalam huruf a dan huruf b, perlu ,rr"i"t"pt", peraturan
Bupati tentang Kode Etik Unit Keda pengadaan Baralg/Jasa;

Undang-Undang Nomor 2g Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara n"*urit IndonesiaTahun 1999 Nomor 75, Tambahan l.ernt.r.r, Negara RepublikIndonesia Nomor 3g5l);
Undang-Undang Nomor l1 Tahun 2OOg tentang Informasi dan
lTnsaksi Elelrtronik (Lembaran Negara n"p,lUm IndonesiaTahun 2008 Nomor 5g, Ta;nbahan f._U"r"rr'ft"gara RepublikIndonesia Nomor 4g43l; (b
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Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol ltentang pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipil
Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan
Daerah (t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) . sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5g, Tambahan
Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2OO4 tentang
Pembinaan Jiwa Korps Kode Etik pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Repubtk Indonesia Tahun 2004 Nomor
142, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
4450);

Peraturan pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (kmbaran Negara Republik Indone
Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5135);

10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2O1g tentang pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20O6
tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor g0 Tahun 2015
tentang Pembentukan produk Hukum Daerah; 
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13. Peraturan Kepala Lemb"ga Kebijakan pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 14 Tahun 2olg tenteng Unit KeU.apengadaar barang/jasa;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun2016 tentang pembentukan organisasi dan susunan
Perangkat Daerah;

3-

MEMUTUSKAN:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

MENCTAPKAN: PERATURAN BUPATI TANA TORAJA TENTANG KODE ETIK UNIT
KERJA PENGADAAN BARANG/ JASA.

.--- D3* Peraturan Bqpgti_ln1ymg dimaksud dengan:
1. Daerah adalahKabupaten Tana Toraja.
2 Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggarapemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahanyang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OpD adalahOrganisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja.
Layanan Pengadaan secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LpSEadalah Iayanan pengadaan Secara Elektronik pemerintah Daerah.
Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat pA adalah pejabat pengguna
Anggaran pada OpD.
Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KpA adalah KuasaPengguna Anggaran pada OpD.
Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat ppK adalah pejabat
Pembuat Komitmen pada OpD.

ega Pengadaan Barang/Jasa Daerah yang
adalah Unit Keg'a di pemerintah Oaerrf,
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UKPBJ
keunggulan pengadaan Barang/jasa.

selanjutnya disingkat
yang menjadi pusat

10' Kelompok Keq'a pemilihan yang seranjutnya disebut poda pemilihan adarah- sumber daya rn-enusia-yang ditetapkan oleh pimpinan uKpBJ untukmengelola penyedia.

lr' Pengadaan Barang/Jasa pemerintah ya,,g selanjutnya disebut pengadaan
Barang/Jasa adarah kegiatan untuk memperoreh barang/iasa oleh ;;;-6
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yang prosesnya dimulai dari perencanaankebutuhan sampal

diselesaikannya seluruh kegiatan untukmemperoleh barang/jasa'

J2. Penyedia Barangl:456-adalah badan usaha atau orang perseorangan yang

memiliki kualifikasi untuk menyediakan barang/peke{aan konstruksi/Non
Konstruksi dan jasa konsultansi/jasa lainnya.

13. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud,
bergerak maupun tidak bergerak, yatg dapat diperdagangkan, dipakai,
dipergunakan atau dimanfaatkan pengguna barang.

14. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh peke{aan yang berhubungan dengan
pekeq'aan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.

15. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan
keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya
olah pikir (brainware).

16' Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang
mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola
yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu
pekerjaan atau segara pekerjaan dan/ atau penyediaan jasaselain jasa
konsultansi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang.

lT Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh UKpBJ yang
memuat informasi da, ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam
proses pengadaan barang/jasa.

18' Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang seranjutnya disebut Kontrak adarah
perJanJlan tertulis antara PPK dengan penyedia
pelaksana swakelola.

19. Majelis pertimbangan Kode Etik Unit Kerja pengadaan
yang selanj utnya disebut Majelis pertimbangan Kode
Pertirnbangar Etik UKPBJ.

20.

BAB II
PRINSIP PENGADAAN BARANG/ JASA

Pasal 2

Kode Etik Unit Keia pengadaan Barang/Jasa Daerah yang selanjutnyadisebut Kode Etik adalah norma per,aku pejabat struktuJ dan pejabatfungsional pada UKpBJ.

( 1) Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut :a. efisien;

b. efektif;

c. transparan;
d. terbuka;

e. bersaing; o
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f. adil/ tidak diskriminatif; dan
g. akuntabel.

(2) Makna dari prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. elisien mempunyai malna bahwa pengadaan barang/jasa harus
diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk
mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau
menggunakffi-tftrra yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan
sasaran dengan kualitas yang maksimum;

efektif mempunyai malora bahwa pengadaan barang/jasa harus sesuai
dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetaplal serta memberikan
manfaat yang sebesar-besarnya;
transparan mempunyai makna bahwa semua ketentuan dan informasi
pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat. diketahui oleh penyedia
barang/jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya;
terbuka mempunyai makna bahwa pengadaan barang/jasa dapat diikuti
oleh semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan atau
kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prcisedur yang jelas;
bersaing mempunyai makna bahwa pengadaan barang/jasa harus
dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin
penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan sehirigga
dapat diperoleh barang/iasa yang ditawarkan secara kompetiur aan tiJar<ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam
pengadaan barang/jasa;

b

c

d

e

f. adil/tidak diskriminatif mempunyai malna bahwa memberikan
perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan
mengaralr untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dan tetapmemperhatikan kepen tingan nasional; dan

c akuntabel mempunyai mhkna bahwa harus sesuai dengan aturan danketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapatdipertanggungjawabkan.

BAB III
KODE ETIK

pasal 3

(1) Sesuai dengan prinsip pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2, setiap pejabat struktural dan pejabaifungsional UK'BJharus taat pada etika kode etik sebagai berikut:
a' melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untukmencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuanpengadaan barang/ jasa; /ly



6-

b bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaanDokumen Pengadaan yang menumt sifatnya harus dirahasiakan untukmencegah terjadinya pe impangan dalam pengadaan barang/jasa;
tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yanCberakibat teqjadinya persaingan tiaak sehit;
menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yangditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertutis fara pihak;
menghindari dan mencegah teiadinya pertentangan kepentingan parapihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalamproses pengadaan barang/jasa;

c

d

e

keuangan negara da,lam pengadaan barang/jasa;

tidak menyimpang dari prosedur;

- o. proaktif; dan

p. tanggap/responsif.
(2) Setiap pejabat struktural

menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusidengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yangsecara langsung atau tidak lalgsung merugi-kan negara;
tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untukmemberi atau menerima hadiah, imbalan, dan berupa apa saja dari ataukepada siapapun yang diketahui at u patut diduga berkaitan denganpengadaan barang/jasa;

cermat;

patuh kepada perintah atasan yang sah dan wajar;
tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib
sesuai dengan peraturan perundang_undangan;

terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghin
kepentingan;

tidak menyalahgunakan informasi, jabatan dan/atau kewenangan yangdimiliki;

gah terjadinya pemborosan dan kebocoran

dirahasiakan

dari benturan

dan pejabat fungsional UKPBJ dalam

f. menghin an

c

h

I

J

k

I

m

n.

melaksanakan tugas masing-masing dilarang :

a. mengharapkan, meminta dan/atau menerima imbalan dalam bentukapapun dari penyedia barang/jasa, kuasa atau wakilnya baik langsung
maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi
dengan penyedia barang/jasa;

b. memberikan fakta, data dan informasi yang trgak benar dan/atau segala
sesuatu yang belum pasti atau diputuskan; /fg
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c melakukan negosiasi' Pertemuan
penyedia barang/jasa, kuasa atau w

langsung atau Perusahaan Yang

barang/jasa di luar kantor U^if aa"t jam kerja maupun di luar jam

keda;

d. menggunalan fasilitas/ sarana kantor untuk

kelompok dan/ atau Pihak lain;

e. melaksanakan proses pemilihan penyedia

diskriminatif/ Pilih kasih;

kepentingan Pribadi,

f. mengadakan korupsi, kolusi dan nepotisme dengan pihak OPD/UPTD

dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa;

g. mengucapkan perkataan yal1g tidak etis dan bersifat melecehkan kepada

penyedia barang/jasa, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak
langsung atau perusahaan yang mempunyai aliliasi dengan penyedia
barang/j asa atau masyarakat.

BAI} IV
MAJELIS PERTIMBANGAN KODE ETIK

Bagian Kesatu

Kedudukan, T\rgas, Kewenangan dan Tanggung Jawab

Paragraf 1

Kedudukan

pasal 4

Majelis Pertimbangan Kode Etik bersifat adhoc sebagai Majeris pertimbangan
Kode pengawas perilaku pejabat strukturar dan pejabat fungsional uKpB.I\'/ berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

paragral 2

T\rgas

pasal 5

--- Majelis psrtimbangan-Jbde--Etik mempunyai tugas meraksanakan pengawasanperilaku pejabat struktural da, pejabat fungsionar uKpBJ berdasarkan kodeetik sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.

Paragraf 3
Kewenangan

Pasal 6

barang/jasa Yang

(1) Untuk meraksanakan tugas sebagaimq4a dimaksud datam pasal 5, MajerisPertimbangan Kode Etik be*,.n^n1, /$
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a. melaksanakan pengawasan langsung terhadap perilaku pejabat

struktural dan pejabat fungsional UKPBJ;

b. menerima pengaduan/keluhan dari penyedia barang/jasa, UKPBJ dan
j ajarannya, OPD / UPTD teknis dan / atau masyarakat;

c. mengumpulkan dan/ atau memberi tahu fakta, data dan/atau informasi
terkait pengaduan/keluhan yang diterima;

d. mengolah dan/ atau menganalisa pengaduan/keluhan yang diterima;

e. melaksanakan pemanggilan terhadap pejabat strulftural dan pejabat
fungsional UKPBJ dan pihak terkait seperti pelapor dan saksi;

f. melaksanakan pemeriksaan atas pengaduan/keluhan yang diterima;
g. menilai ada/ atau tidaknya pelanggaran kode etik oleh pejabat struktural

dan/atau pejabat fungsional UKPBJ baikyang dilaporkan oleh penyedia
barang/jasa, kuasa atau wakil:rya baik langsung maupun tidak langsung
atau perusahaan yang mempunyai afrliasi dengan penyedia barang/jasa
atau masyarakat dan/atau yang dipertanyakan oleh pejabat struktural
dal pejabat fungsional UKPBJ;

h. mengusulkan pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik yang
dilakukal oleh pejabat struktural dan/atau pejabat fungsional UKPBJ
untuk ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang diberikan kewenangan
untuk mem5EfrEfr-hukuman bagi pejabat struktural dan/atau pejabat
fungsional UKPBJ; dan

i. melaporkan tugas, kewenangan dan tanggung jawabnya kepada Bupali
melalui Sekretaris Daerah.

(2) La.poran Majelis perLimbangan Kode Etik kepada Bupati mengenar orang
pribadi pejabat struktural dan/atau pejabat fungsional UKPBJ bersifa
rahasia.

Paragraf 4

Tanggungjawab

Pasal 7

Sesuai dengan tugas dan kewenalgannya ssgagaimana dimaksud dalam pasal 5dan Pasal 6, Majelis pertimbangan Kode Etik bertanggung jawab atas:
a' terlaksananya pengawasan perilaku pejabat strukturar dan pejabatfungsional UKPRI berdasarkan prinsip dan ioae slik ssfoagaimana dimaksuddalam pasal 2 dan pasal 3;
b' terlaksananya penerapan kode etik sebagaimana dimaksud dalam pasal 3pada setiap peraksanaan tugas seluruh pejabat struktural dan pejabat_ fungsional UKpBJ;Cen.-...--

c. terwujudnya transparansi dan akuntabilitar
perilaku pejabat strulirtural dan pejabat 

";;.,":Tf1"#'fl/& 
ngaduan atas
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(2) Ketua majelis pertimbangan kode etik berasal dari unsur Inspektorat
Daerah.

(l) Majelis Pertimbangan Kode Etik bery'umlah gasal yang terdiri dari unsur
Inspektorat Daerah, unsur unit kerja bidang kepegawaian, dan unsur unit
kerja bidang hukum.

(3) Bagi personel di lingkunagn uKpBJ yang menjabat sebagai pengerola
pengadaan barang/iasa, maka kode etik yang diterapkan adarah Kode Etik
Pejabat Fungsionar pengerola pengadaan Barang/Jasa ya'g ditetapkan oleh
LKPP.

Bagian Kedua

Susunan

Pasal 8

Bagian Ketiga

Masa Tugas, Pengangkatan dan pemberhentian

pasal 9

Pasal 1O

Pengangkatan dan pemberhentian Majeris pertimbangan Kode Etik ditetapkandengan Keputusan Bupati.

Pasal l1

Masa tugas Majelis pertimbangan Kode Etik selama 3 (tiga) tahun dan dapatditunjuk kembali pada masa periode berikutnya.

Pengangkatan dan pemberhentian Majelis pertimbangan Kode Etik diusoleh Inspektorat Daerah selaku Ketua Majeris perlimbangan Kode Etik.

Pasal 12

Anggota Majelis pertimbangan Kode Etik diberhentikan apabila :

a. memasuki usia pensiun;
b. mutasi atau diberhentikan dari jabatan;
c. habis masa tugas;

tidak bisa melal<sanakan tugas karena sakit menahun;
meninggal dunia; dan
menjadi tersangka atau terdakwa atau terpidana.

BAEI V
HONORARIUM

Pasal 13

d.

e.

f.

Anggota(1) Majelis Pertimbaagan Kode Etik dan staf selcetariat diberikan ,l^



-10-

honorarium yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai denganketentuan peraturan perundang_urrda.rga.r.
(21 Honorarium

Anggaran

(3)

sebagaimana dimaksud pada
Pendapatan Belanja Daerah

dianggarkan dalam
melalui Dokumen

ayat (l)
(APBD)

Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Daerah.
Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengankegiatan yang d,aksanakan sehubr.rg"r, p.*"sa,ahan pela,ggaran kodeetik pejabat stnrktttraldan pejabat funlsionat UKPBJ.

BAB VI
PROSEDUR PENEGAKAN KODE ETIK

Bagian Kesatu

Tata Cara pengaduan

Pasal 14

(l) Laporan/pengaduan terhadap adanya dugaan pelanggaran kode etik harusmemuat:
a. Identitas pelapor (fotokopi KTp);
b. Uraian masalal
c.Alasandir..tkrriT"sr:'j?l*iddasarlaporan;
d. Alat bukti yang mendukung laporan tersebut;
e. Ditandatangani oleh pelapor.

(2) Penerimaan laporan/pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)dilaksanakan oleh sekretariat Majelis e"itl_b".rg", Kode Etik.

Bagian Kedua

- pemdrikMzm_Atas Dasar pengaduan atau Temuan

' pasal 15

(1) Pemeriksaan atas dasar pengaduan atau temuan dari masyarakat, laporanOPD/UP.D teknis, media massa, dan/atau pihak lain di luar UK,BJdilakukan dengal mekanisme sebagai berikut :a' Sekretariat Majehs pertimbangan Kode Etik menyusun teraahan a.^spengaduan atau temuan yang diterima dan menyampaikalnya kepadaKetua Majelis perlimbangan Kode Etik;
b' Ketua Mqjeris pertimbangan Kode Etik mengadakan rapat MajelisPertimbangan Kode Etik yang ripersiapkan oleh sekretariat untukmembahas pengaduan atau temuan.
c. rapat Majelis pertimbangan Kode Etik membahas dan membuatkesimpulan apakah pengaduan layak atau tidak layak ditindaklanjuti

dengan pemeiksaaan; fi!
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d. Apabila tidak layak proses penanganan pengaduan atau temuan
dihentikan dan diberikan penjelasan tertulis yang patut kepada pihak
pengadu;

e. Apabila layak proses penanganan pengaduan ditindaklanjuti dengan
pemeriksaan oleh sidang Majelis Pertimbangan Kode Etik, dengan :

1. Pemanggilan para pihak;
2. Pengumpulan bukti: dan
3. Pemeriksaan bukti.

f. sesuai dengan hasil pemeriksaan dan bukti-bukti yang ada Majelis
Pertimbangan Kode Etik memutuskan dan menetapkan ada atau tidak
pelanggaran terhadap kode etik.

g. apabila diputuskan dan ditetapkan bahwa telah terjadi pelanggaran
terhadap kode-e$kr*raka dalam putusannya Majelis pertimbangan Kode
Etik harus mencantumkan sanksi yang diberikan kepada pejabat
struktural dan/ atau pe.iatat fungsional uKpBJ yang melanggar dapat
berupa:
1. teguran tertulis;
2. mutasi dari UKpBJ;
3. penghentian T\rnjangan Kinerja Daerah paling kurang 3(tiga) bulan;
4. penurunan pangkat setingkat lebih rendah; dan/atau
5. pemberhentian jabatan.

h. Keputusan Majelis pertimbangan Kode Etik dilaporkan kepada Bupati
dengan tembusan kepada wak Bupati, sekretaris Daerah da, Asisten
Pemerintahan Umum untuk diambil keputusan; dan

i. Bupati atau pejabat yang ditunjuk menetapkan pemberian sanksi
berdasarkan Keputusan Majelis pertimbangan Kode Etik.

(2) sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dikenakan berdasarkan
tingkat pelanggaran kode etik dan daram satu pemberian sanksi dapat
dikenakan beberapa sanksi sekaligus.

BAB VII

TATA CARA PEMANGGILAN DAN PEMERIKSAAN TERLAPOR

Bagian Kesatu

Tata Cara pemanggilan

pasal 16

( 1) Majeris pertimbangan Kode Etik memanggil secara tertulis pengelolapengaduan barang/iasa yang diduga melakukan peranggaran kode etiksebagaimana dimaksud dalam pasal 3 untuk d,akukan p"-..it"."rr. 
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(3) Pemberitahuan pemanggilan sebegaiman dimaksud pada ayat (2) harussudah diterima oleh pelapor atau kuasanya dan/atau terIapor atau kuasanyapaling lambat 3 (tiga) hari sebelum pemeriksaan.
(4) Dalam hal pengelolaan pengadaan barang/jasa yang dipanggil sebagaimanadimaksud pada ayat (1) tidak hadir tanpa alasan yang sah pada tanggalpemeriksaan yang ditentukan pemanggrlan kedua paling lama 6 (enam) harike4'a sejak hari ketidakhadiran pada pemanggilan pertama(5) Apabila pada tanggal pemeriksaan yang ditentukan dalam surat pemanggilankedua pengelola barang/jasa sebagaiman dimaksud ayat (1) tetap tidakhadir dianggap telah me langgar kode etik.
(6) Dalam hal te!'adi pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat(5), Majelis perrimbangan Kode Etik memberikan rekomendasi kepada Bupatidengan tembusan kepada Walil Bupati, Sekretaris Daerah dan AsistenPemerintahan Umum untuk diambil keputusan agar pengelola pengadaanbarang/jasa dikenakal sanksi.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemeriksaan Terlapor

Pasa-l 1 Z

(2) Pemanggilan oleh Majelis pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud

ffil1#* 
(1) dilakukan paling lama 6 (enam) hari kerl'a setetah diterimanya

(l) Majelis Pertimbangan Kode Etik daram merakukan pemeriksaan dapatbertindak proaktif ataupun berdasarkan laporan adanya dugaanpelanggaran kode etik.
(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secaratertutup yang dikatahui dan dihadiri oleh oleh pengelola pengadaan

barang/iasa yang diduga meral<ukan pelanggaran kode etik dan Majelis
Pertimbangan Kode Etik.

(3) Pengelola pengadaan barang/iasa yang diperiksa karena diduga merakukan
pelanggaran kode etik wajib menjawab pertanyaan yang diqjukan oleh
Majelis Perti mbangan Kode Etik.

(7) Alur penanganan pelanggararr kode etik tercantum daram rampiran yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
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g/jasa yang diperiksa tidak bersedia menjawab
oleh Majelis Pertimbangan Kode Etik dianggap

(4) Pengelola pengadaan baran
- pertaiiyaan yang diaj u

mengakui pelanggaran kode etik yang didugakan kepadanya.
(5) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dituan

bentuk laporan hasil pemeiksaan./fu
gkan dalam



sanksi terhadap pelanggaran kode etik dapat berupa :

dan jabatan fungsional;

nel.a Daerah paling kurang 3 (tiga)d. mutasi dari UKpBJ; dane. tegurax tertulis.
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BAB VIII
SANKSI ADMINISTRASI

pasal lg

BAB Ix
SEKRETARIAT

Pasa.l 19

Sekretariat
emperlancar

Pelaftsanaan 1u
secara ex_ollicio berkedudukan 

d

8as Majelis Pertimbangan Kode Etik

Untuk m
dibentuk

I Inspektorat Daerah.
Sekretariat Mqielis pertim bangan

Pasal 20

a. menyusun dan
Kode Etik mempunyai tugas :

Kode Etik;
mengajukan kegiatan dan ilggaran Majelis pertimbanganb mela&sanal<an 

surat-menyurat
Majelis pertim bangan Kode Etik;

c. melaksanakan persiapan rapat-rapat MaSeIis Pertimban
d melaftsanaj<an

adminis trasi kegiatan gan Kode EtikKode Edk; dan keuangan Majelis pertim baagan\,. e. melaksanakan tugas kepanitera6n 
sy6ang Komite Etik

f. mempersrapkan putu san Majelis
sidang dan

Pertim
kepu tusan sidang

bangan Kode Etik;
Majelis pertimbangaa

g.m engarsipkan
hasil

Kode Etik
h. menyusu n laporan

melaksanakan tugas lain
Majelis pertim

yang diberikan Majelis

bangan Kode Euk dan
I

Pertimbangan 
Kode Etik.

BAB X
KEUANGAN

sal 21
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BAI] XI

KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 22
l[<ode etik
yang menj

Yang diatur
adi narasum

dalam peraluran 
Bupati

ber dan/atari;;;#[],i1' o":l*i kepada setiap orangt yang diperbantukan di UKPBJ.
pasal 23

Dlam ranSka penega-k

fjabit ru.,s.io.,d"';:Li"t:-:,:: bagi seliap pejabat strukturar dan/atau

ll-,"ffi-'f "i",Hl.#,:I*#Tfl 
^,:iJ!'.Tl-*,,ffi;"_":;x.peranggaran *u "i1,"*.J3'J:l_,?IHil:L,f;'-Biu* .rlill',"o.0,

Peratural Bupati ini mu

lsar setian .".,u -"il].{:,ltTTHffi}H[ffi;",_,. 
pera,uranBupati ini dengan penempatannya dalam g".itloa..ai, Kabupate, Tana Tora,ia.

BAB xII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

KABUPATEN TANA TORAJA,

E BURA

Ditetapkan di Makate
26 okrob4r ao t8 ,

A TORAJA, ry

SBIRINGKANAEDiundangkan di Makale
pada tanggal ok*aber zo lD.

SEKRE

3q

E

t
o

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2OI8 NOMOR
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LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANA TORAJANOMOR TAHUN2018
TENTAN G KODE ETIK UNIT KERJA PENGADAAN BARAN G/JAS

ALUR KERJA PENANGANAN KASUS OLEH
MAJELIS PERTIMBANGAN KODE EiIK 

'

A. PENDAHULUAN
1. Majelis perti

2

a
.J

mbangan Kode Etik bekerja untuk memastikan tidak adapengelola pengadaan barang/jasa yalg melanggar kode etik. Bilamanterbukti ada pelanggaran yang dimaksud maka segera diambilpenangalan terhadap yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yangada.

4. Informasi adanya duagaan pelanggaran kode etik oleh pengelolapengadaan barang/jasa dapat berasal daria. Penanganan kasus pidana yang melibatkan pengelola pengadaanbarang/jasa yarlg dilakukan oteh kepolisian.b. Penanganan kasus admin istrasi pemerintahan yang melibatkanpengelola pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh ApIpinspektorat atau BpKP)c. Pemberitaan media atas kasus yang melibatkan UKpBJ ataupengelola pengadaan barang/jasa.
Informasi tidak ung (rumor) yang dianggap sangat mengganggukred ibilitas pengelolaan barang/jasa maupun UKPBJ secarakelembagaan.

d.

5
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B. ALI'R PENANGAN PELAITGGARAIT KODE Ef,IK

1. Altlr Penangan K'e slrs Jika' Ada Pentaduan

Oleh plhak yang mengetahui

adanya dugaan pelanggaran

kode etik

Diterima sekretariat

Verifikasi

kelengkapan

administrasi

Jika tidak lengkap maka berkas

dikembalikan dan laporan

tidak dapat dilaniutkan

Jika berkas lengkap maka

disampaikan ke Majelis

Pertlmban8an Etik untuk

ditindaklanjuti

Verifikasi

kelengkapan

administrasi
Pemanggilan Pelapor

Jika tidak hadir hingga 2 kali
pemanBgilan, maka terlapor

dianggap mengakui

melakulan pelanggaran Jika hadir maka akan

dilakukan pemerikaan

Prosespemeriksaan para

pihak alat b!kti

Putusan

Komisi Etik
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C. Alur Penanganan Kasus jika ada Rumor atau Pemberitaan Media

A TORA.IA,

IRI KANAE

Ang8ota Majelis Pertimbangan

(ode Etik menemukan adanta

rumoratau berita di media

penagduan resmi

sidang pendahuluan yang

dihadiri Anggota Majelis

Pertimbangan Kode Etik

Pemanggilan ke terduga dan para

pihak fang dianSgap mengetahui

adanya dugaan pelanSgaran

KTARIFIKASI

Jika tidak terbukti rhaka:
. Nama baik personil yang

bersantkubn dipulihkan
. Merekomendasikan ke UKPBJ

untuk menindaklaniuti

Jika terbukti, salah satu antgota
sidang pendahuluan melaporkan
ke seketariat untuk dilanjutkan
ke sldang l(omisi pertimbangan

Kode Etik


